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ABSTRAK 
Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dikeluarkan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota. Dengan adanya UU Pemerintahan Daerah tersebut, UU ini telah 

menarik kewenangan Pemerintah Kab/Kota dibidang pertambangan minerba sehingga 

kewenangan pertambangan minerba beralih kepada Pemerintah Provinsi. Pada 

tanggal 16 Juni 2017 Dirjen Mineral dan Batubara atas nama Menteri ESDM melalui 

Pengumuman Nomor : 1279.Pm/04/DJB/2017 menyatakan terdapat 26 IUP Non 

Clear And Clean diantaranya merupakan IUP Non Clear And Clean yang masih aktif 

dan belum habis masa berlakunya per tanggal 31 Juli 2017. Berdasarkan hal inilah 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang yang selalu ikut mengawal proses evaluasi 

IUP mengajukan permohonan pencabutan IUP tersebut kepada Gubernur Sumatera 

Barat sebagai Pejabat yang berwenang mencabut IUP setelah lahirnya UU Pemda 
tersebut. Permohonan pencabutan IUP yang bermasalah dari LBH Padang ini tidak 

ditindak lanjuti oleh Gubernur Sumatera Barat sehingga LBH Padang menggugat 

Gubernur Sumatera Barat secara hukum dengan mengajukan Permohonan melalui 

Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut, 

Gubernur Sumatera Barat tidak melaksanakan putusan tersebut dengan sepenuhnya. 

Oleh karena itu, rumusan masalah sehubungan dengan pencabutan IUP oleh 

Gubernur Sumatera Barat pasca Putusan Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG Tahun 

2017 adalah 1) Bagaimana kepatuhan Gubernur Sumatera Barat terhadap putusan 

tersebut? 2) Bagaimana akibat hukum dari Izin Usaha Pertambangan yang tidak 

dicabut izinnya berdasarkan putusan tersebut? Berdasarkan hasil penelitian dapat 

dikemukakan bahwa 1) Kepatuhan Gubernur Sumatera Barat terhadap putusan 

tersebut adalah tidak dapat atau tidak dengan sempurna melaksanakan putusan 

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, 2) Akibat hukum dari Izin Usaha 

Pertambangan yang tidak dicabut izinnya berdasarkan putusan tersebut adalah tetap 

aktif beroperasinya perusahaan tambang yang IUP nya seharusnya dicabut. 

 


